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PUTUSAN
Nomor 1116/Pdt.G/2020/PA.Sal

S 132 . (P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai
Gugat antara:
Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 12 Desember 1986, agama
Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SMA, tempat
kediaman di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut
Penggugat;
LAWAN
Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Muara Badak, 1 Januari 1985, agama
Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SMA,
tempat kediaman di Kota Salatiga, selanjutnya disebut
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut:
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2020
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor:
1116/Pdt.G/2020/PA.Sal tanggal 19 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;
1. Bahwa pada tanggal 3 September 2017, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta
Nikah Nomor: xxxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kota Salatiga. Dan telah tinggal
bersama selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut
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Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya
suami istri (ba’'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa semenjak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus yang
penyebabnya karena Tergugat cenderung sering diam, sehingga komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang harmonis. Sejak bulan Juli
tahun 2018, Tergugat bekerja, namun Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat. Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2020, Tergugat
meminta Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kontrakan di Perum
Praja Mulya tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga rumah tangga
menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncaknya bulan Juni tahun 2020 itu juga, Penggugat dan Tergugat
pisah rumah yakni Tergugat tetap tinggal di Kota Salatiga sedangkan
Penggugat diminta oleh Tergugat untuk pergi dari rumah kontrakan dan
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang
yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah
memperdulikan/mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak dalam pemeliharaan
Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak
tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan
Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjuthya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap

Penggugat (Penggugat);
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3. Menetapkan anak berada di bawah Hadhonah Penggugat;

4, Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya
perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Syamsuri, M.H., Hakim Pengadilan Agama
Salatiga sebagai Mediator namun tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan
damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Oktober
2020;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara tertulis dan tambahan secara lesan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan
replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik
secara lesan yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup

dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Nomor xxx, yang bermeterai

cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
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3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. saksi 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata |, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang memberikan
keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terakhir di rumah kontrakan di Kota Salatiga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang
sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pulang
kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman
bersama hingga saat ini sudah 4 bulan lamanya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil;

2. saksi 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang,
yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai paman Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terakhir di rumah kontrakan di Kota Salatiga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang

sekarang ikut Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pulang
kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman
bersama hingga saat ini sudah 4 bulan lamanya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan
kesimpulan dan mohon putusan;;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan
telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan
ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai
bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai
Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di
Kabupaten Semarang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Salatiga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor
7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama
Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum
pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal
standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di

persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai
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dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016, namun upaya
tersebut tidak berhasil dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1)
Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor :
9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar
Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak tahun 2018 antara Penggugat
dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat tidak pernah memberi naftkah kepada Penggugat, yang pada akhirnya
sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan
dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi
keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat
sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun
1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha
mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan antara Penggugat
dan Tergugat tetap tidak berhasil damai dan saksi-saksi tersebut menyatakan
tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan
saksi-saksi, serta bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang pada tanggal 3 September 2017;
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2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama bersama
terakhir di rumah kontrakan di Kota Salatiga, telah berhubungan suami istri
(ba'dad dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan dan
pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah
memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa akhirnya pada bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan
Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang
sudah selama 4 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak awal
tahun 2018 hingga bulan Juni tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa
perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi
perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang
dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat
tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan
Juni tahun 2020 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat oleh keluarga masing-masing dan oleh Mediator melalui
mediasi tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula
berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya
untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus
dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara
Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat
tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang
tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh
karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih
bermanfaat. Hal ini sesuai dengan gaidah fighiyyah yang berbunyi:

cdladdl cds (e pas 00wl aoll s

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan
hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk
dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon
agar anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat ditetapkan berada di
bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak sekarang ikut
Penggugat sebagai anak Penggugat dan Tergugat, di mana anak Penggugat dan
Tergugat tersebut sampai saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih
belum mumayyiz maka permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan
Tergugat sekarang ikut Penggugat tersebut ditetapkan dalam hadhanah pihak
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada
pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik

bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak
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tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara
bersama-sama (join custodian) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut
merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1)
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud
dengan ‘kuasa asuh’ adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik,
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai
dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta
minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak
bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat
memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya
terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan
ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut
ditetapkan dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan
tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu
dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan
kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan
hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya.
Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu
dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang
disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih

sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya
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dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka
hak hadhanah Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka permohonan hadhonah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun
1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum
syara’ yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3.Menetapkan anak Berada dibawah hadhonah Penggugat dengan hak akses
kepada Tergugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H.,
M.S.I sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syamsuri, M.H. dan Dr. Nursaidah, S.Ag.,
M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Handayani, S.H, sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Syamsuri, M.H. Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I
Hakim Anggota,
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Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Handayani, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan . Rp  330.000,00
Biaya Redaksi . Rp 10.000,00
Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00
Biaya Materai . Rp 6.000,00

Jumlah : Rp  446.000,00
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)
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